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PEMERIKSAAN DOKUMEN

Untuk menganalisis masalah hukum dalam Legal Memorandum ini, terdapat

beberapa dokumen/peraturan perundangan antara lain:

A. Pasal 170 dan 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1.

Pasal 170 KUHP

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan

pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

1.

2.

3.

2.

1)

2)

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja
menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan
mengakibatkan luka-luka;
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan
mengakibatkan luka berat;
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan
mengakibatkan maut.
Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah.
Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam

dengan pidana penjara paling lama lima tahun.



3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama
tujuh tahun.

4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Pasal 1 Angka 5
Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis
masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan
nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh
terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya
ketenteraman, yang  mengandung  kemampuan  membina  serta
mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,
mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-
bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
Pasal 4
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban
masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya
ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik



Pasal 5

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari
alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di
Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 1 angka 3

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata

tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Hukuman disiplin berupa:

a. teguran tertulis;

b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;

c. penundaan kenaikan gaji berkala;

d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;

e. mutasi yang bersifat demosi;

f. pembebasan dari jabatan;

g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.



E. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengendalian Massa
Pasal 1 Angka 1
Pengendalian Massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah kegiatan yang
dilakukan oleh satuan Polri dalam rangka menghadapi massa pengunjuk rasa.
Pasal 1 Angka 7
Penanggulangan Huru-Hara yang selanjutnya disebut PHH adalah rangkaian
kegiatan atau proses/cara dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya
kerusuhan massa atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari
ekses yang ditimbulkan.
F. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009

tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
Pasal 5
(1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

a. tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;

b. tahap 2: perintah lisan;

c. tahap 3: kendali tangan kosong lunak;

d. tahap 4: kendali tangan kosong keras;

e. tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air

mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
f. tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang

menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau
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tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian
anggota Polri atau anggota masyarakat.

(2) Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku
kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi

Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Pasal 1

Angka 10

Kekerasan adalah segala tindakan atau ancaman yang mengakibatkan

hilangnya nyawa, cedera fisik, psikologis, seksual atau ekonomi.

Angka 11

Penggunaan Kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi

atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan

kepolisian.

Pasal 8

(1) Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen-instrumen HAM baik
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan
instrumen internasional, baik yang telah diratifikasi maupun yang belum

diratifikasi oleh Indonesia.
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(2) Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap

anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-

hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM,

sekurang-kurangnya:

a.

b.

C.

menghormati martabat dan HAM setiap orang;

bertindak secara adil dan tidak diskriminatif;

berperilaku sopan;

menghormati norma agama, etika, dan susila; dan

menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan

hukum dan HAM.



